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Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam Pasal 2 ayat (1)
disebutkan syarat permohonan pernyataan pailit adalah debitor memiliki paling sedikit dua kreditor dan tidak membayar lunas
sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh
pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Seringkali keadaan keuangan pelaku usaha/debitor sampai pada suatu keadaan
berhenti membayar, suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan
dapat ditagih kepada kreditor. Debitor atau kreditor yang menghadapi permasalahan tersebut dapat menyelesaikan utang piutangnya
melalui kepailitan.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proses penyelesaian utang piutang melalui kepailitan, akibat hukum yang timbul
dari putusan pailit, dan upaya hukum terhadap putusan pailit.
Dalam penulisan digunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
studi kepustakaan. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah, membaca, dan mengkaji
dari berbagai macam referensi seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, makalah,artikel, dan berbagai karya
ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa proses penyelesaian utang piutang melalui kepailitan diatur dalam Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004, dimulai dari permohonan kepailitan sampai dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Namun dalam
pelaksanaannya terdapat permasalahan mengenai pemilihan kurator mana yang berhak mengurus dan membereskan harta pailit
yang akhirnya menimbulkan kekacauan. Terdapat beberapa akibat putusan pailit, yaitu akibat hukum bagi harta pailit berada
dibawah sita umum. Akibat hukum bagi debitor kehilangan haknya mengurus harta kekayaannya, debitor pailit dapat disandera,
dicekal dan beberapa tindakannya dapat dikenakan pidana. Akibat hukum bagi kreditor dapat mengeksekusi harta pailit dan akibat
hukum bagi pihak ketiga menuntut hartanya kepada kurator, upaya hukum terhadap putusan pailit adalah kasasi dan peninjauan
kembali.
Disarankan kepada debitor dalam melakukan hubungan hukum utang piutang agar selalu membayar utangnya agar tidak terjadi
kepailitan. Kepada majelis hakim pengadilan niaga dalam mengeluarkan putusan pailit harus mempertimbangkan peraturan yang
berlaku. Dan pembuat undang-undang agar lebih cermat lagi dan berhati-hati dalam membuat peraturan perundang-undangan, agar
tidak adanya ketidakjelasan maksud dan tujuan dari hal yang diatur misalnya mengenai kepastian kurator mana yang berhak
mengurus dan membereskan harta pailit. 
